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Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
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EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN. 

 

Pasal 1 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas 

implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman. 
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Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Koordinator ini. 

 

Pasal 3 

(1) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman melaksanakan evaluasi atas implementasi 

SAKIP pada unit kerja Eselon 1 di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dibantu oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja 

pelayanan publik di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman. 

 

Pasal 4 

(1) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas 

implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon 1 kepada pimpinan 

unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi dengan tembusan 

kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 

(2) Ikhtisar dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut 

disampaikan kepada Kementerian PAN RB. 
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Pasal 5 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 November 2016 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMANREPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

LUHUT B.PANDJAITAN 

 

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 November 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN I  

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG KEMARITIMAN  

NOMOR 9 TAHUN 2016  

TENTANG  

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang 

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan 

dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang SAKIP.  

Untuk mengetahui sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya 

peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu 

evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong 

instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten 

meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja 

(hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.  

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas 

implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.  
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Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai 

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk 

umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Desain Evaluasi 

atas implementasi SAKIP disajikan dalam LEMBAR KRITERIA EVALUASI  

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA UNIT KERJA 

ESELON I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN. 

 

B. PENGERTIAN EVALUASI 

 

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang 

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk 

tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja 

pemerintah.  

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap 

sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya 

dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang 

ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit kerja juga sangat penting 

sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus 

tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi 

yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai 

perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada 

kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil 

evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera 

dilakukan.  

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada 

pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi 

perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, 

analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. 
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C. TUJUAN EVALUASI 
 

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah 

untuk:  

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  

2. menilai tingkat implementasi SAKIP;  

3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 

dan 

4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.  

 

D. RUANG LINGKUP EVALUASI 
 

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan 

evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk 

penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian 

kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan 

kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai 

dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang 

dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan 

instansi.  

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP 

mencakup:  

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya 

perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;  

2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;  

3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan  

4. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.  

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu 

didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. 

Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara 

lain mencakup:  

1. informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);  

2. informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; 

dan  

3. informasi untuk meningkatkan efisiensi.  
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Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi 

terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan 

dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. 

Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya 

keterbatasan sumber daya.  
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BAB II 

PERENCANAAN EVALUASI 
 

 
A. Desain Evaluasi  

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala 

(constraint) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala 

tersebut adalah waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam 

melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan 

evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat 

dilakukan dengan menyusun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan 

dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.  

Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya 

mengidentifikasikan:  

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, 

misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan 

interpretasi;  

2. Jenis pembandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi 

(evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang 

masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga 

memerlukan desain yang berbeda.  

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik 

sebelum pengumpulan informasi adalah:  

1. jenis informasi yang akan diperoleh;  

2. sumber informasi (misalnya, tipe responden);  

3. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, 

random sampling);  

4. metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan 

pembuatan kuesioner);  

5. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;  

6. dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk 

pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan  

7. analisis perencanaan.  
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Kegiatan penyusunan desain evaluasi pada akhirnya akan 

menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.  

1. Metodologi Evaluasi  

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP 

adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan 

evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang 

ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan 

kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. 

Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan 

rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan 

implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.  

2. Teknik Evaluasi  

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung 

pada:  

a. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 

permasalahan yang dievaluasi.  

1) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada 

tingkat pelaksanaan program.  

2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.  

b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.  

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting 

adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut 

antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei 

yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied 

research), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi 

(target group), metode statistik, metode statistik non-parametrik, 

pembandingan (benchmarking), analisa lintas bagian (cross section 

analysis), analisa kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian 

pengolahan data dengan grafik/icon/simbol-simbol, dan sebagainya.  

 

B. Pengorganisasian Evaluasi  

 
Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum 

pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan dalam melakukan evaluasi.  
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Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi 

kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi, 

pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.  

 

1. Kebutuhan SDM Evaluator  

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM 

sebagai evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu utama 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Persyaratan 

evaluator mencakup:  

a) telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP; dan 

b) telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.  

Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya 

sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk 

mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal 

kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 

setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP 

(mulai dari anggota tim sampai dengan penanggung jawab evaluasi) telah 

mengikuti pelatihan di kantor sendiri (in house training) di masing-

masing APIP.  

 

2. Perencanaan Evaluasi  

Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses 

evaluasi, karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi sangat 

tergantung kepada perencanaan evaluasi. Di samping itu, perencanaan 

evaluasi akan memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh 

tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses 

evaluasi.  

Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting dalam merencanakan 

evaluasi, yaitu:  

a. Pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi,  

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting,  

c. Pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan, dan  

d. Sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan 

evaluasi.  

 

Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke 

dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu:  
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a. Evaluasi Sederhana(desk evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan di 

kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, 

dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan 

Kinerja). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan 

penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya: keselarasan 

antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan 

logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan.  

b. Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam 

implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi/unit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan 

penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan 

langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi 

dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada 

program/kegiatan tertentu.  

c. Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi saja), 

sama seperti evaluasi pada butir a. dan b. ditambah pengujian dan 

pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam 

Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap 

seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan 

instansi/unit kerja, namun dari uji petik (sampling) atau pemilihan 

beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja dapat 

dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam. 

 

3. Pelaksanaan Evaluasi  

Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu:  

a. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data  

Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan 

dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai 

dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu untuk 

memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan 

olehinstansi/unit kerja telah memadai dan memberikan saran atau 

rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja.  

Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu 

evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya 

dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya 

tersedia di instansi/unit kerja yang dievaluasi. Dengan kata lain, 

evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data 
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yang diperlukan. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandai 

menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan, 

sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.  

b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE)  

Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. 

Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis, dan 

penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang 

diperoleh tim.  

c. Pembahasan dan reviu draft LHE  

Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan 

antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang 

dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE 

secara bersama.  

d. Finalisasi LHE  

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal 

ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang 

terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.  

e. Penyebaran dan Pengomunikasian LHE  

Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan 

mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk 

mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan 

pada instansi/unit kerja yang dievaluasi.  

 

4. Pengendalian Evaluasi  

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi 

berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses 

evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan 

target, tepat waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang 

dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:  

a. Melakukan pertemuan berkala antara antara sesama tim pelaksana 

evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan). 

b. Melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi 

(misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab 

evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi 

lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang 

lebih tinggi di luar pelaksanan evaluasi.  
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BAB III 

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

 

A. Survei Pendahuluan  

1. Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan 

gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi.  

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah untuk:  

a. Memberikan pemahaman mengenai instansi/unit kerja yang 

dievaluasi.  

b. Memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam 

evaluasi, dan  

c. Merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.  

 

2. Jenis data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Survei Pendahuluan  

Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa 

data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai:  

a. Tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja;  

b. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi/unit kerja;  

c. Kegiatan utama unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi;  

d. Sumber pembiayaan unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi;  

e. Sistem informasi yang digunakan;  

f. Keterkaitan unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi;  

g. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan 

Anggaran, serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki unit kerja Eselon 1 

yang dievaluasi;  

h. Laporan Kinerja unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi;  

i. Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;  

j. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta  

k. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.  

Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya tidak 

terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena pada dasarnya 

survei pendahuluan dititikberatkan untuk memahami instansi/unit 

kerja yang akan dievaluasi secara umum dan hasilnya digunakan 
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sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan kegiatan 

evaluasi.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan  

Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), 

wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara 

beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: 

telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, 

pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.  

a. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan 

menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh 

instansi/unit kerja secara mandiri. Daftar pertanyaan yang akan 

diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. 

Pertanyaan terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya 

tidak disediakan, sehingga responden secara mandiri mengisi 

jawabannya. Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan 

yang jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal memilih jawaban 

yang telah disediakan. 

b. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi 

yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat 

secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya 

menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal 

atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus 

dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan dan 

perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon 

responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap 

netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau 

tanggapan responden.  

c. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. 

Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan 

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka 

mengamati proses dan jalannya kegiatan.  

d. Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulan data dan 

informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada instansi/unit 
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kerja dan organisasi yang dievaluasi.  

Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, 

laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan instansi/unit 

kerja yang dievaluasi. 

 

B. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP 

1. Evaluasi atas komponen SAKIP 

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas 

implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin 

diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai 

berikut:  

a. Unit kerja Eselon 1 yang dievaluasidalam menyusun, mereviu dan 

menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;  

b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;  

c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;  

d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan 

program, khususnya program strategis;  

e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan 

kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan 

pengendalian serta pelaporannya;  

f. Capaian kinerja utama dari unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi;  

g. Tingkat implementasi SAKIP unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi;  

h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil 

evaluasi yang belum ditindaklanjuti.  

 

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan 

komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian 

kinerja.  

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan 

kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja 

utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi..  

 

2. Penilaian dan Penyimpulan  

a. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan 
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No Komponen Bobot Sub Komponen

1 Perencanaan 30% a. Rencana Strategis (lOOk), meliputi:
Kinerja Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas

Renstra (5%) dan lmplementasi
Renstra (3%)

b. Perencanaan Kinetja Tahunan
(20%), meliputi Pemenuhan RKT
(4%), Kualitas RKT (lOOk) dan
lmplementasi RKT(6%).

2 Pengukuran 25% a Pemenuhan pengukuran (5%)
Kinerja b. Kualitas Pengukuran (12,5%)

c. lmplementasi pengukuran (7,5%)

3 Pelaporan 15% a Pemenuhan pelaporan (3%)
Kinerja b. Kualitas pelaporan (7,5%)

c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4 Evaluasi ross a Pemenuhan evaluasi (2%)
Internal b. Kualitas evaluasi (5%)

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5 Capaian 2o% a. Kinetja yang dilaporkan (output)
Kinerja (5%)

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
(10%)

c. Kinerja tahun betjalan (benchmark)
(5%)

Total 1000k
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hasil penilaian atas fakta obyektif unit kerja Eselon 1 yang 

dievaluasidalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian 

kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada 

dalam LKE.  

b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:  

1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) 

komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.  

2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi 

nilai sebagai berikut:  
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BAB IV 

PELAPORAN HASIL EVALUASI 

 

 Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP 

harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi 

(LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan 

fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.  

 Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan 

teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut 

berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan 

temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian 

fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan 

penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.  

 Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil 

evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi 

tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan 

dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.  

 LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-

hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang 

dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative 

finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan 

dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah yang dievaluasi untuk 

mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.  

 Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang 

baik, antara lain: Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk 

perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau 

membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.  

Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, 

menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.  

 LHE atas implementasi SAKIP unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi 

disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan 

kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman . Ikhtisar dari laporan hasil 

evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PANRB.  

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang 

dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form).  
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 Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai 

berikut:  

 Ikhtisar Eksekutif  

 Bab I Pendahuluan  

a. Dasar Hukum Evaluasi  

b. Latar Belakang  

c. Tujuan Evaluasi  

d. Ruang Lingkup Evaluasi  

e. Metodologi Evaluasi  

f. Gambaran Umum Evaluatan  

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP  

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode 

sebelumnya dievaluasi)  

 

 Bab II Hasil Evaluasi  

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja  

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja  

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja  

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal  

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja  

 Lampiran  
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0, opabila Iebin dari 95':0program/ keqicuan yang ada
telah selaras oenqon tujuan/ scscrcn dalam rellcana
strateqis;
b, apabi/u 80%< keselarasan .s 951J{,;
C; apabila 40':11<keselarasan.! 80':0;
d, apabita 20%< keselarasan ::_4m:.e: doahila keselarasannua < 20']0

0, apabila Iebih dari 95':0 sasarwi da/am Renslra telah
beroriemasi hasil;
b, opabiio 80f]t.< berorientasi hasil ~ 95':':
C; apabila 30':.,< berorientasi hasil_!:8CYfo;
d, apabila 20':;; < berorienlasi hasil:;40':;'
e, apahila tujuan dan sasaran yg berorientasi e 2m:.

a,. opobila lebih dan"95':' tujuon dalrunRenstro lelah
berorientasi hasil;
b, apabila 80%< berorientasi hasil ~ 95%;
C. apabila 30':/'< berorientasi "asiJ :i8m.;
d, apabila 20':;' < berorientasi hasil::10~;'
e, opabiio tujuon dan sasorml yg berorientasi ~ 2m"

a. opabita febih dan" 954]/'Tujuan dan susamn ycmg ada
di rellstra reieuon (terkait) denqan lKU yallg telah
diformalkan;
b, apubilu80"0< RetevaneiTujuandan Sasoron denqan
lKU_! 954]0;
C; upabila 50~/'< Reieuansi TUPIaJl dWI Sasaran denqan
lKU_! 80':11;
d, apabita 10%< Releuansi Tujuan dan Sasarcm dengan
rKU.!50~g
e, apabila Releuonsi Tujuan dan Sasoran denqan IKU _!:
10%

Cukupjelas

Cukupjellls

12 Programykegiatanmerupakan C3Jauntuk mencapai
tujuan/easaran/ hasll programfhasil kegiatan

I 1 Sasaran t.elah bcrorientasi hastl

10 Tujuan telab berorientasi hasil
b. KUALITAS RENSTRA (5%)

9 Renstra telah menyejikan IKU
Dokumen Renstra telah meuiuat target tahunau
sasaran

7 Dokuuieu Renstra telah meuiuat indikator kinerja
31 2

PENJELABA1'INO KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Cukup jelos

Cllb/pje/as

Cukupjelas

DoklJIUCn Renstra telah memuat sesaran

Dokumen Renstra telah rneuiuat target kineijajengka
menengah

Dokumcn Renstra telah mciuuat indikator kinerja
tujuan

Dokuuien Renstra teleh meniuat tujuan
CukU/Jje/as

Dokuuien Reustra telah LUCl1lllHI. vial, misl dan
program

Cukup jemsDokumeu Rensu'a nsetou I telah ada
PEMENUHAN RENSTRA (2%)

I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)

3
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

PENJELABA1'IKOMPONEN/SUB KOMPONENNO

LEMBAR KRITERIA EVALUASI
AKUNTABILITAS K1NERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA UNIT KERJA ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN M~~NTERII(OORDINATOR I~IDANG

KEMARITIMAN NOM OR TAI·IUN 2016 TENTANG PETUNJU1(

P8LAI(SANAAN EVALUASI ATAS 1MPLEMENTASI SISTEM

AKUNTABIITAS I(IN"RJA INSTANSI PEMERINTAII

01 UNCI(UNOAN K8M8NTERIAN I(OOROINATOR BIOANC

I(EMARITIMAN
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a,. apabiJa target JM telah dimonitor dan memctluhi
selllnlh krileria yang disebutkon dibawah;
b, apabila target JM lelah dimonitor berdasarkan krileria
yallg disebulkan. dibawali, rlwrnm be/um se/urnh
rekomendasi ditindak/anjuh·;
~ apabila largetJM leiah dimotlilor dengan kriteria
tersebut namun tidak ada reaks;terhadap rekomendasi
yang dibenkall
d; apabila monitoring targetJMdilaJ..-·ukan secnra
illsidentil, tidak terjadual, tallpa SOPatau mekwlisme
yangje/as;
e Taroet JM tidak dimollitor

20 TW'gctjangka wCllcnga]ldaJaw Rcnstl'a telab
dimonjtor pencapaiannya sampai dengan tahun
betja1an

a, apabila lebih dari 95':0 indikxuor has;1 da/wn RKA telah
selaras dengan eenetro;
b, apabifa 80':' < kesetarason indikator hasif dalam RKA
denqan Reflstra< 95!0;
c, apabila 40'" < keselarasaTi indikulor hasH dolwtl RKA
dellgoTl Renstra < 80'0;
d apabila 20'?oc keselarosClII ifldikaJor has;1 clalam RKA
derlgOTtRenstra < 4()1!"
e, opabila keselarasan illdikator has;1 da/wn RKA dellgall
Renstra c 20%

19 Dokuuien Renstra digunakan eebagai acuan
penyusunan dckumen Rcncana Kerja dan Anggaran

a, apabi/a lebih dari 95'" sasaratt da/am rencana kinerja
tahunan telah se/aras denqon Renstra;
b, apabila Bm:. < keselarasan sasoran RKT denqan
Renstra < 95°0;
C. apabaa 40'?" < keselarasan sosoran RKT dengOJI
Renstra < 80~,,:
d apabi/a 20% e keselarasan sosaran RKTdenqan
Renstm < 10'0
e, apabiia keselarasan sasarall RKT denqan Renstra <
20'10

18 Dokuuieu Renstra digunakan sebagai ecuan clalaw
penyuaunan dokumen pcrencanaan tahunan

31 2
PENJELASAl'lNO KOMPONEN/SUB KOMPONEN

DMPLEMENTASlRENSTRAf3o/~

a, apabila Renstra telall menetapkan hal2 yg selloms,tya
leb;/t dari 95%;
b, opobna 80'0 < hol2 Y!J seliarustI!JO e 95';';
c. opobila 40'0 < 1'1012yg seharusflya< 80!.;
dapootto 20% c Iwl2 yg seharustlY" < 40°'
e, opabita hol2 yg sellan,lstlyo < 20·"

1.7 Dokuuren Renstra telah tnenetapkan hal-hal yang
seuerusnya ditetapkan (dalam kontrak kineljajtugas
f1.U'lgsi)

a, opabita :> 95'" sasarem yg ditetapkan teton selaras;
b, apabiia 80'. < Sosoron yg seta-as < 95"b;
C; apa'/)ilcl "10':' < Sasaran Y9 selaras e 80";';
d opabito 20,;,< Sasoron yg selaras < 40";'
e, opabila Sosaran yg eeiaros < 20""

16 Dokuuren Rcnsua telah setaras dengan Dokutnen
RPJMNjDoklllllcn Rensua etasaucya

a, opabilo leuih dari 95°6 target yg ditetapkan berkriteria
baik;b, apahila 80%< Targetyg baik: < 95°6:C. opobila
40°/,< Target yg baik < 80';';c~ apabila 20°0< Target Y!J
baik e .t1O'ue,apabita 7'argetyg baik < 2m"

15 Target kinerja ditempkan dengan balk

0, (I/Jahila lebih dan' 95,!o illdikator CUjlW/I dalam Renstra
teton memennhi kriteria SMART dan Cuknp;
b, opcbila 60"(1< tndikator SMART.! 95",,;
c, opabtta 40",,< tndikxuor SMART.!6fH,,;
d, opabito 20".,< Ifldikator SMA1?7~40'J{,
e, opabita ,'ndikator yallg SMART.! 20""

14 lndikato:' kinerja saseran(outcomedan output] telah
memenuhi kriteria indiketnr kincljfl yang baik

a, apabi/a lebih dari 95% indikator tujuan da/am Renslra
teton memenuhi kriteria SMART dan Cuknp;
h, apabi/a 6~,,< Indikator SMART~95",,;
c, apabilo 10"0<tndikxuor SMART~6<n.;
d, apabita 20'%<lndikator SMART,!40"b
e, apabila j,tdikator yallg SMART ~ 20~o

13 lndlkator kinerja tujuau (outcome) telah memenuhi
kritcria indikator kinerja yang balk

31 2
PENJELASAIIINO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
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a, apabila lebih dari 954]['target yg ditetapkan berkriteria
baik;
b, apabi/a 80%< Target yg baik < 95'10;
c, apabila 40%< Target yg balk < 8<Y!o;
d, apabila 20~o<Target yg baik < 4m;,
e, dixwila Tarqet yq baik ""20'!ft

a, apahila lebih dan" 95% illdikotor yang ada di dok:-umen
perellcanawl kil1erja tahwlan (tennasuk PK) memenuhi
kriteria SMARTdan Cukup;
b, apabila 80"-0 c; indikalor memelU1hikritena SMART c;

95%;
c.:; apabila 40% < indikator memet1uhikriteria SMART <
80%;
d apabila 20% < iindikator memelluhi mleria SMART <
40(]['
e, apabila indikator memenuhi kriteria SMART < 20':;'

a,. apabila lebih dari 95lJ"kegiatan yang dimncanq telah
selaras denqan sasaran atou kinerja yang diingillktUl;
b, opabna 80% < kegiatan teton setaras dan cukup <
95%;
C, apabita 40~;'< keqicuan telah selaras dati cukup < BOOo;
d apabila 20~o < kegiatan telah selaras dan cukup < 40~;'
e, apabila keniatal1 lelah selaras dan CUk....lp < 2m;,

a,. apabila lebih dan 95~" sosamn yallg adadi dokumen
perencanaan kinerja tahunun {termosukdi PK) teton
berorientosi nastt;
IJ, opabila 80% < sasoran teton berotientasi hasil < 95°,,;
C; apabila 40~" < sasaran telah beronentasi hasil < BOO,,;
d opabita 20'lfJ< sasoran teton berorientasi tosu < 40~9
e, apalJilasosaran telah beroeientasi hasil < 200"

3
PENJELASAN

10 Target kinerja ditetapkan dcngan baik

.lndikator kinclja sasaran telaJJ mcmcuuhi kriteri.a
LndikalDrkinclja yang baik

Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran

Sasarau telah berorieutasi hasil

b. KUALIT AS PERENCANAAN KIliERJA TAHUNAN
(10%1

1 2
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN

PI( telah menyajikan U,U a, apabila lebilt dan 95'" sasaran yang ada di PK releuan
(lerkail) de'lgalt IKU YCUig,etall difonllotknll;
b, apabila 80~CI< Retevansi sosoron denqan IXU < 95"0;
C; opabilu 50~;'<RelelJau$i $Q.sarOIJ dellgalllKU < 800.;
d, apabita 10",< Reteuansi Sasamn denqan lKU < 50""
e, opabita Releuansi Sasaran denqan IKU < 10%

Ya, opabila PeneuspanKinerja telall meUluat.keseturuhan
subta,lsi komponer tereebut. yaitu Sasoran, tndikatoe
dcUi Target
Tidak, apabita Penetapan Kinerja tidak memuot
Sasaran, lndikolOr dan Target

cukup je/as

Yo, "/Xlbiio lerd(lpal dok.,unell PK yang secaro fonnal
teton ditandatangani oIel1 Pimpifla1l Oryallisasi (Sesuai
PerMe1loan.No29120 10

Dokuureu PI{ telalt uiemuat sasarun, program,
indikator ktnerja, dan target jangka pendek

Dokumcn PK disusun segera setelah anggal'fJn
disetujui

Doktuucn PI, unit kcrja telahada

Dokumen porencanaan kincrja telah rncmuat sasaran,
program, lndikator kinerje sasaran, dan target kiuerje
tahunan

Dokumen pcrencenean kinerja tahunau Unit Kerje
telah ada

Yo, apabila rel1C(l1lO kinerja tohunan tetah memuar
keseluruhan sulnansi komponen tersebut, yairu Sasaran,
tndikator dan Target
Ttdak , apabila renca,1Q kinerja tahunon tidak memuat
Sasaran, 'ndikalor dan Target

Yo, apabila seeara formai ada dokumen yaJlg betisi
retlCt:ltlo kinerja (l)Ukan kerja) tahunon

PE1IIENUHANPERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
14%1

.. PERENCANAAN KIliERJA TAHUNAN (20%)D.

a, apabi/a Renstra tetan direuisi dan hasilllya
menunjukkan kondisi !lcmy lebih baik (teroapal inouasi);
b, apabi/a Renstra teton aireuiu secora berka/a dan
hasilnya masin reieuan dengon kondisi saat ini;
C, opobna Renstra tetan direuiu, ado upaya perbaikan
rwm(1Il betum ada perbaikan lJO.r1gsignijikan ;
d, opabita Renstra teiah direoiu
e, Tidal>.:ada reuiu

3
PENJELASAIII

21 Dokumen Renstra telah dlreviu secara bcrkaja
1 2

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
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a,. opabila monitoring kinerja tetoh memenuhi seiuruh
kriteria yang ditetapkan;
b, apahila monitoring diiakukwi sesuai krileria, kerua/i
penerapall reward WId punishment;
c. apabila mO,litorittg dilQA."Hkanterbatas pada
petlyerahwl atall pengumpulwi hasit penguk-urwl
capaiWl kitlerja;
d apabUa p¬ lIgukuran capaial1 J...incrja periodik tidak.
lehih.daTi 80%;
e, apabilamonitoring atau pellgukumn capaiall largel
periodik< 50%

a, apabila tebin dan 95~"target kinerja datam
rencano/ penetapan kinerja tahunan tetah (dapat)
aijaborkan lebin tanjut menjadi target periodik datam
Rencana Aksi (RAJ;
b, opobila 80% < kesetarasan target PK denqan larget
periodik datum RA < 95'!,,;
c:; apabila 40tt;,< kesetarasan target PK denqon target
periodik: dalam RA < 80°;';
d opabita 20':0 < keselarasan target PK dellgall larget
periodik: dalam RA < 40°;'
e; apabila keselarasan target PKdenqan target periodik
aatamRA < 2crJo

PENJELASAI'l

Renoana Aksj atas Kinerja telah mcncantuwkan target
SCCBJ'apcriodik eras kinerja

2
KOMPONEN/SUB KOMPONENNO

17 RencH.naAksi alas Kinerja tclah dimoojtor
pencapaiannya seeara berkala

16 Rencana Akai ares kinerje telah ruencantumken sub
kegiatan/komponen rind setiap periode yang akan
dilakukan dalam rangka mencapal kinerja

3
15

RellOOflaAksi (RAJyallg dimaksud merupokan

~~'!:,~:a~:~7,~~~~~t,;'dan largel2 kinerja yang ada di

Rencana Aksi etas Kinerja sudah ada14

a, apabila rerdapat bukti yang cukupballwa PK yang di­
ud-i dijodikan dasar uruuk: mellgukur dan menyimpulkall
kebernasiian mau/Jun kegagalal1 serro dijadikoll dasar
pemberian reward ana punishment;
h, opobila terdopat bukti !)(IlIg cukup batuoa J>Kyang di­
na-t dijadikan dasar untuk: mengukur dan menyimpulkall
I\.eIJerhasiio/l maupun kegagalall ;
C. apabila terdapat bukti yang cukup hahtoo PK yang di­
ua-t Udall diukur dan hasil penqukuran telall diketalw;
ole" otasoll {pemberi amonall):
d apabita PK yall9 di-ttd-i lelal1 dilakukon mOllitorin9
e, apabila terhadop PK yang ditondotonqani lic/ok
aitakukan oenaukuron (llall monitorina

Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan
uruuk tuengukur keberhasilan

IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN (6%)

c.

13

c, opabilo febih dari 95'" saS(lran dalam PK lelah
meflggambark.on hal-hal yang selionlsnya direlapkoll;
b, apabi/a 80'" < haf2 sehanlsfl!JO dalam PK < 95"_;
C, apabita 40'" < hal2 seharusnqa datam PK < So-.. ;
d apabila 20'41< 11012sehanlsllya do/am /'K < 4CP.o
e, opabita ha/2 sehamSII!)(I do/am PK < 20°0

Dokuuien PK l:ela.huienetapkan hal-hal yang
scharusnya ditctapkau (dalam koutrak kinclja/tugas
fungsi)

12

a, apabi/a lebih dari 8lY!o sasamn dalam PKtetah selaras
del/gall tujttall/sasaral1 RellstralRKp;
b, apabi/a 60'0 < keselarasan sasaran PK dengan
Renslra/ RKP..:; BOlt;,;
C, opabua 40'" < keselarasan sasarall PKdenqan
Renstra/ RKP < 601";
d apabila 20~o < keselorasan sasaron PK dengon
Renstra/ RKP < 1W."
e, opabita keselarasan .sOSWQII PK denqan Rensrra/ RKP
c 201.

PENJELASAIII

Dokumen PI{ tnlah selaraa dengan dokumen PI,
atasennya dan dokuuicn Rcnstre

2
KOMPONEN/SUB KOMPONENNO

3
11

2016, No.1747 

 

-23- 

www.peraturan.go.id



TKUunit kerja telah selaras dengan [h'U JP

a, apabila lehih dan' 95'!(' IKU yWlg ditetapkan telah
djuk~trrealisasinyadaTIdilaporkandaJamlAKU';
b, apabi/a 8mc < IKU lelah diuk-ur < 95'1.;
<; apahila 40'1:'< {XU lelah dillkur < 80'!0;
d apabila 20% 0: IKU telalldiukur 0: 40°0
e, apabiJa IKU 1j(Ulg telah diukur < 20%

7 U<Utelah diukur realisasinya

a, apabila lehih dari 95'" IKUyWlg ditetapkan telah
cukup uruuk:menguA:ur alau menggambarkcUI sasarwi
alau kondisi yallg akcUI diwujudkcul;
h, opabi/a 80% < lKU yCllIg cuJrup 0: 95%;
c, apabila 40'!/' < fKU yang cukup < 80'/,:
d apabila 20'1;'< IKU yang cuk--u.p< 4mo
e, Qpabila !KU yang cuJ"."up< 2O'Jo

lKUtelah cukup untuk mengukur kinerja

a, apabila lebih dari 95~0 IKU ycuig ditetapkun terkair
1011gSU119{reieoani denqan scswen atall kondisi yang
akan diumjudkan;
b, apabila 80% < IKU yang releuan e 95'10;
c, apabila 40~., -c IKU yc:mg reieuan < 80lJo;
d apabila 20% 0: lKU yaTlg relevan < 4cr!.
e ooobiia lKU tlana reteuon < 20"0

U{Utelah relevandengan kondisiyang akan diukur

a, apabila lebih dan 95~" IKU yg ditetapkan lelah
menggamfJarkall hasil
b, apabila 8m:. < IKU yg ditetopkan telah
menqqombarkonha::;il <0; 9500;
C, apabi/a 40'., < lKU yg ditetCIpkall teton
menqqamborkan hasil 0: 80,.;
d apabila 20% 0: IKU yg ditetopkan lelah metlggwlIbarkwl
hasil -e 10%
e, apabiia IKUyg ditetapkan tetan ul£nggcunbarkwl hasil
<0; 20%

IKU telah menggambarkan basil
32

PENJELASANKOMPONEN/SUB KOMPONENNO

a, apabno lebi" dan' 95':' IKU dapo: diukur (measurable);
b, opabilo 80'~ 0: lKU dopai diukur (measurable) 0: 95°0;
C, apabila 40'., 0: lKU dopa' diukur (measurable) 0: 80':';
d apabila 20% 0: lKU dopal diukur (measurable) 0: 10°0
e aoobita lKUduXlt diukur(measurable) 0: 2CY!.

I1<Utelah dapat d.iukur secara obyektif

U. KUALITAS PENGllKURAN (12,5%)

'rcrdapat urekanlsmc pengurupujan<lata kUlelja a, apabtla mekanisme PCTI(/llllll)uIOIl {lata kinerja
memenuhi se/umh kriteria yally aitetopkan;
b, opabikr mekxmisme penqumputan data kinerjo
memenuhi kriteria yang diietopkan kecuaii pellollgguflg
jawab yCl!Ig jeias;
c, "'Jabi/o :. 80°0 eapaion (reaUsasi) kinerja dopat
diYClki",' vouauos dafol1ya;
d opabilo reatisosi data kinerja J,,:urallg dopa' diyakini
'Jt.'diditasllya (lJalidilas sumber data diragtlkall)
e apabila reaiisasi data kineria tidak do Jot diver;rikasi

'l'clah tCl'dapat indikatcr kincrja utama ('KU) eebegai Yo, Q/xWil(l Unit Kerja tetot,memiliki tuaikator Kinetja
ukuran ktnerje secara formal Utoma (lKU) /euet Unit Kelja yang telan ditetapkan

seoora format do/am suatu kepumsan pimpinan
sehoaaimono diatnr dalasnPennenPAN No. 9 now" 2007

I. PEMEIfUHANPENGllKURAN (5%)
B. PENGllKURANKlNERJA (25%)

a, apabi/apemanfoatan RA tetonmemenuhi selurun
kriteriayang ditetapkan;
h, apahifa pemanfaaum RA memenuhi kriteria yang
dueuspkan kecuali hal terkait denqon oumsasi dan
eksek....usi petaksouaan atou penundoan kegiatoll;
C, opabito pemomfaatan RA terbatas poda petoporon
martdokumentasi semora tanpa ada tindakan "yata
selafljutnya;
dl apabito capaian RA Cidak berpenqaruh temadop
petlilaicm alall penyimpulafl oopa;clfI kinetja;
e, opabita lorget2 datam RA yang disnsun memiliki
keselarasall < 50~odari IO.rgel2 kinerja dalam f'K

18 Rcncana Ak&,iLelahdlmanfaatkan dalam pengarahan
dan pcngcrganleesian kegiatan

31 2
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m. IMPLEMENTASI PENGUKURAN(7.5%)

16 Pengulllpulandata kineIjaatas RencanaAksi a,. apabiia lebih dan' 954]0data (capaiwl) kjnefja pada
d_iJakukansecam bcrkaJa RellooJlaAksi teridelltifikasi secara berka/a;
(bulanan/triwulanan/semester) b, apabiia 80';' < data (capaian) kinerja yang

leddelllijikasi secara berka/a < 95'1,,;
<; apabila 40'1" < data (capaian) J...irterja yaIlg
ten·dentifikasi seaua berkala < 8~,,;
dapabila 20% < data (oopaian) kinerja yWlg
teddentifikasi serom berkala < 4m.
e, apabila data (capaiatl) kinerja yang teridentifikwii
secara berkala < 20%

15 PengWllpulan data kineIjadapal diandalkan a. apabila lebi" dari 95':"dolo. (capaian) killetja yallg
dihasilkall dapat diandalkaTl;
b, apahi/o.80% < data (capaicm)killerja yallg daput
diandalkan < 95';';
C; apabila "'O~o< data (capaiwl) kinerja yWlg dapat
diandalkwl < 80':1.;
dapabila 20% < data (capaian) kinerja yallg dapat
dialldalkall < 4m:,
e, apabila data (capaioll) kirleTja yWlg dopat diandalkwl
< 20%

14 Ind ikator kinera unit kerja telah scleras dengan a,. apahila lebih dan 95~c>indikxuor unit /rerja teton
ind ika tor kinerja IF selaras denqan indikator KEM/ LPND;

b, opabua 80~o< keeetarasan indikator < 95~';
<; apabila 40'16< keseiorasall ;lIdikator < 80"[,;
dapabila 20% < keseiaraswi illdikator < 4m;,
e, apahila keselarascm urdikator < 2~"

dapabiia 20':;' e lndikator yallg ditetopkan Lelahdiukur
realisasinqa < 4m;,
e. apabila lndiknlor yang ditetopkan telah diukur
realisasi1lya e 2m;,

123
NO KOMPONEN/SUBKOMPONEN PENJELASAI'l

1.3 lndikatcr kinerja eaeerau telah diukur realisaaiuya 0, apabila lebill dari 95""Illdikator yallg aueiapkan lelah
diukur realisasillyo don ditapoekan daJam l..I\KIP;
b, opabila 80'0 < lndikaror yWlg ditetopkun teton diukur
realisasillya < 95~.;
Co apabila 40';' < ludikalor yallg ditetapkan teton diukur
realisasinr a < 8m;,'

l2 lndikator kinerja seseran cukup untuk mengukur
sasarannye 0., oJ)a})i/o lebih aari 95'0 illdikalor YO/tydifelapkolt teton

cukup umuk:menqukuraUlu mellggambarkcUI sasaroll
mcw kandisi yally akan diusijudkau;
b, opabilo 80";' < judikofor yOllg cukup < 95"0;
c, apabila 40~"< indikator yWlg cukup e 80"0;
d apabita 20~~ c indikxuar yang cukup c 4(Jf!"
e, opobuo irrdikalor yang cukup c 2C1'o

II lndikator kinerja sasaran televan dengan sesemn yang a, apahila le})i/t dari 80"" Indikalor sasaran terkait
aka» diukur la/Ioslmg (releucm)denga" sasarall (,tau Ieolldisi !I(mg

akan diullljudkal1;
b, apobila 60'" < indikaror yg releuon < 80".. ;
c, Clpabila 40~1)< ;ndikcllor yg retevan < 6(p,.;
d opabila 20f1~c ;IIdikmor yg releuan < 40";'
e ooabita illdikolor rJ{Jreleuan < 20"6

10 lndikator kinerja sasaran uienggaurbarkan basil a, apabila lebih dari 95";; Indikator sasarwl teton
menggaml)Qrkol1 hasil (olllcome). bukan proses/ kegiowlI;
b, opabila 80" < hldika,or yOlly menggamharkoll lIas;1 <
951!o;
C. apablla 10°., c Indikalor yang menggamoorkoll hasil<
80'!b;
d apabita 20"0 c Ih,dikaror yang mellggambarkan hasil <
40°"
e ooabita J"dikalOr Ianc ",elut.ombarkoJl hasil < 2(P.{'

lndlkator kinerja sasaran dapat diukur secara obycktif a, apabi/a lebin dari 95"" Indikator sasamn dope" diukur
(measurable);
h, opabita 80% < Indikator yang dopa' diuJ....ur < 95°0;
Co apabilo10°" < tndikatoryang dope"diukur < 8000;
d apabita 20tt" c lndikator yallg dopa' dlukur« 10";'
e, apabila mdikxuor yQllY dapat diukur < 2m.,

32
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a,. apabila lebih dari 8O'f"individu telah diukl..lr kinerjanya
berdus(Ukan llkuran kinerja indilJiduyang lelah
difomwlkall;
h, apabila 60% < individu IJGllq lelah diukllf J...""illerjallljO<

a,. apabila lebih dan 95':' individu telah memiliA.iindimlor
(alat. ukur) ywly menggamoorkan kinerjanya dan selaras
dengan lKU atasaJlIlya;
b, apabi/a 80% < illdiuidu yang lelall memiliki indikalOr
(alot uJ....'Jr)kinerja < 95%;
~ apabila 40% < indMdu yang telGh memiUk""iindikator
(alat ukur) kinetja. < 80·"';
d apabila 20~o< irtdiuiduy!Ulglelah memi/iki illdikalOr
(alat uJ...",r)killerja < 40%
e, apabila indilJidu yang telall memiliki indikntor (alal
ukur) kinerja < 20%

a,. apahila pengukurall kinerja sudan ditakukan derlgan
memenuni kriteriasebagaimana disebutkan dibawah;
b, apabila penqukuran kinerja sudan diiakukxm denqan
memenuhi kriteria sebogaimana disebutkxm, namlln
penqukuran tidok sampai ke indioidu slat;
C apabila penqukuran kill.erja sudan ditokukan dengan
memenuhi krueria seboqaimana disebutkan dan
diterapkan hWlya kepada tingkat manajerial;
d, apabila penqukuran kinerja ailakukan hWlya sampai
ke eseion n yang menyusun PK denqan syarat tetap ada
keterkaltan kinerja mula; dari Kemeruerian/ LPNDsampai
kepada eseton U',ya;
e, apabi/a tidok ada penqukuran kinerja yang berjenjw19
atau penguJ...-nrwl kinetja setiap jenjmg tidok
mellggwnbarkwl re/evcUlsiatau tiduk ada hubungan
kausatilas Wllara tiap jenjwlgnya

3
PENJELASAl'l

23 PengukW"an kinerja individu suc1ah dilaksanakan

22 Sudah lerdapat indikaLOr kinelja i.rulividu yang
mcngacu p.."lda IKU tUlit ketja organisasi

21 Pengukurankinerjasudah dilakukansecara
berjenjang

1 2
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Pemitihon 0, b, ~ d, atall e didasarkall oaaa pro/essiOflOI
judgement evaluator, denqan tetap memperhaukon
kritetia yang ditetapkan.
Sebago; ilustrasi:
a, c'pahila pemall/aarall bersi/at ekslcnsif dan
mCllyelumh
h, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun beium
menye/urull (sebayian)
c; apabila pemonfoatan hallya bersifat sabagian
d, opabila kurwlg ditnanfoatkan
a, aoobila lidak ada oemontaaton

a, opobilo IKU teton direuis; dan hasililya mennnjukkan
kOlldisi yang lebill baik (illouotij);
h, apobtta IKU teton direviu secara berkata dan hasllnya
",asill reieoan dengoll ktmdisi saat jill;
~ opabita IK'U teton direuiu, ada llpaya pertsaiknn naml1lt
belum ada perbaikan yang signijikoll ;
d, opobita tKU relah direoiu
e, 'I'idak ada reoiu

a, opobila terdapat /)ukli yelllg cull.:up IKV lelah
dimonfaatkan sepemlllJlya sebaqaimana kriteria yang
ditetapkan;
h, opabila IJ(Uyallg ada dimanfaotkan sesuai krireria
"amun tidak termasuk penqenoon sanksi atou
punishment;
~ apabita hallya terdopat txmguJ......umll lKU;
d opabita tK'U yally SMART :> 500-:' aan dopat
aimonfaatkan untuk: mengllkur/ menitai kinerja
e anabilo lKU lJ(UtQSMART< 50".

a, apabi/a lebih dari 95"" lKUyang ditetapkan teton
dimanfaatkan dalam perellotmaon dan t)fmganygaron;
b, opabita 80'0 < lKU yallg teton dimanfaatkan< 95'0;
Co apabilo 10"" < IKUyang teton dimanfaatkan < 80"";
d apabita 20ttu c IKU yang relah ditnanfaatkon < 40"11
e, apabila IKU !j(l11gtelah dimon!aatka/l c 20!'

3
PENJELASAIII

20 Pengukuran kinerja ates Rencena Aksi digunekan
untuk pengeudaliau dan peuramauan kinetja secure
berkala

19 II<U telah d ireviu secara berkala

L8 lI<Utelahdimanfaatkanuntuk pcntjatankincrja

17 [](U telah dhnanfaatkan dalam dokumen-dokumen
pcrencanaan den pcnganggaran

1 2
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN
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a, apahi/a j,iformasi kinerja da/am LAKIP
menggamlJarkall Killerja Utama sesuai tingkntnya;
b, apabila LAKlPsudan menggamharkankinerja utama
sesuai tillgkalllYa, IIanrWI lIIasih dijumpai in{onnosi yWlg
silotnyo supportinq, yemg jika tidak disajikanpun Lidak
berpenqoruh
£; apabila informasi yang disaftkall merupakan gabungon
dari keqiatan (output) una-unit:kerja dibawahnya yang
dianggap _pe'lling.
d apabifa informasi yang disajikan merupakan
qabunqaa dan-sub keqiasan (sub output) unit-unit kerja
dibawallnya
e. apabila informasi yWlg disajikwi semata-mata
qabunqan seturun kegiatan dWI sub keqiatan unit kerja
dibawahllya, taupo membedokan hal-hal yallg bersifat
strateqis alall supporting_

3
PENJELASAI'l

6 LAKIP bukan merupakan kowpilasi dari Unit Kerja di
bawahnya

1 2
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN

lAKIP menyajikan informasi uiengenai kinerja yang a, apabi/a lebih dari 951]0 capaian yang disajikan hersijar
telah diperjanjikan kinerja yang dijanjikaa/ disepakati do/am

Penetapon/ Perjanjian Kinerja (PK);
b, apabila 80% < capaian yang disajikon hersijOlkillerja
yang dijanjikWl dalam PK < 95ft:.;
c. apabila 40% < capaian yang disajikwi bersijat.kinetja
yang dijanjikml da/am PK < 8mo;
d apabila 20% < capaian yang disqjikwl bersifat kUleTja
yang dijanjlkwl dalwn PK < 4Otfo
e, apabila capaian yang disajikWl bersifat J...-';nerjayang
dijatijikwl da/am PK < 20':0

lAKIP menyajikaninformasipencapaian sasaran yang a, apabifa lebih dari 95·0 sasaran yang disampaikan
beroricntasi outcome dalcun LAKIP berorientasi outcome;

b, apabila 80% < sasaran outcomedalam LAKlP < 95'0;
c. apabila 401!{'< sasaran outCDme dalam LAKlP < 80'!0;
d apabila 20% < sasaran outcome daJam 1AK1P < 40':6
e, apabila scswun outcome da/am LAKIP< 2mo

a. apabila lehill dan-95tf.,capaian y(mg disajikal) bersifat
Ki1ferja Utomo (1KU);
b, opobtta 60"(1 < capokm yang disajiJam hersi/a, Kinetja
Utamo (IKU) < 8fJ!.;
C; apabila 10tf.,< capaian yang disajikwi bersi/al Kinerja
Utam" (IKU) < 6CJ1?ii;
d opaaua 20~u< capaian yong disajikcu, bersifat Killerja
Utama (/KU) < 4(l'.,

__7bs_~);~o,;,paiWI yOllg disajikw'l bersifar Kinerja Utama

D. PENYAJIAl'lINFORMASI KINERJA (7,S%)

CukupJelas

Cukup Jelas

euA-"up Jelas

LAKIPmonyejikaniruormasluicngeoaipcncapaen
IKU

LAI{IPEselon I teteh di upload kedalaui website

l...A_I<lPesc Ion I telah disertai deugan sottcopy

LAI{IP Eselon J telah disampaikan tepat waktu

Cukup Jelos[..AJ(IPEselon , telah d isusun
PEMEliUHAN PELAPORAN (3%)

c. PELAPORAN KINERJA (lS%)

24 Pcngukurankincrjasudahdikembangkan
menggunekan tnknologi informasi

yo, apabila Kem/ LPND relah melakukan />e/lguk"Ura1l
kinerja secora berjenjall(jmula; dari staf, manojeriai
sampai kepada pimpinan teringgi dan lingkat instansi
dan penqukuran tersebut mellgYllllakcUlbantuan
teblologi sehingga capakm alau proqres kinerja dopcu
diid€1ltijikasi secara lebih tepa' dan cepat

8010;
C; opabito 40~1I< indiuidu yang teton diukur killerjollya <
60~f):
d opohtta 20°;,e indiuidu yarry teton diukur kinerjwlya <
40%
e, apabila j/tdiuidu yany retail diukur ki/lerjanya < 2~o

32
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Pemilihan a,. b, q d, atau e didasarkan pada professional
judgemerlt evaluator, dengall wtap memperlialikall
kriteria yang ditetapkan
Sebago; ilustrasi:
a,. apabiJa pemanfaatan bersifat eksrensif dan
menyelumh
b, apabiJa pem(l1l/aatoTi bersifal eksterlsifl1amwt belum
menyelumh (sebagian)
C; apabila f)eT1I(l1tiaalan hcul_f./aberslfal sebanicut

Pemiiihan a. b, c, d; aUm e didasorkan pada professional
judqemem evaluator, deugan tetap mempernaukan
kriteria yang ditetapkon.
Sebagai itustrasi:
a, opabila pemanfoatan bersifat ekstensif dati
merujeiuruh
b, apabita pemanfacuan hersifat eksLeIlSifnantllll belum
mCrlyeiumh (sebagiWl)
c, opabila pemQ1l/aalClJl hOllya bersifat. sebagio1l
d, apabl7a kllrllllg dUllall/autkull
e. apabiia lidak ada pemoll/aatQJI

a, apabila lebih dari 95'" realisasi kinerja dapat
diandaikan;
b, apabila 8O'ro < keandalan data realisasi kinerja < 95~o;
C, apahila 40% < keondalan data realisasi kinerja < 80'0;
d opabita 20% < teeondaian data realisasi kinerja. < 40°;
e apobila keandaJan data realisasi kinerja < 2O'J;

q apabila LAKIPhWlyo. menyajkwi infotmasi keuongan
per program;
d pabi/a LAKIP hWlya 11lenyajikwlrealisasi keuanqan
alas setiap kegiatwt, l.allJ1amenqaitkan denqan tujuan
alau sasaratt lertenlu
e, apabila lidak ada informasi keuonqon yang dopa'
dikaitkan dengan sasaran atau kil1etja tertelltu

3
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14 lnfonnasi yang disajikan telah digunakan untuk
menilai dan memperbaiki pelaksanaan programdan
kegiatan orgaJ.usasi

13 Informasl yang disajikan telah digunakan daJam
perbaikan perencauaan

m. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)

12 lnformasi ktnerja dalam LAKTPdapat dlandalkan

1 2
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0, apabila LAKW mampu menyajikall infonnasi keuanqan
yang terkait 101l9s(l1I9dengo" sasaran arall terdapca
ill/onllOSi keuanqan yang dopa, mengidelltijikasikwi
jumlah biaya yWlg dibutuhkan untuk: meumjudkxin
sasaran terlentH (costper outcome):
b, apabno LAKIPme"yajikclII infonnosi keuanqan yWlg
menqaitkan realisasi ke..·uoJlgan denqan ltasi(·I'ClS;1
-sroammI am]menaaambarkan kineria ulama instansi

a, apabita LAKlP menyajikan eeiurun pembolldingon
sebaqaimana y(mg tercaA."1I1) dalam kriteria dibaioah;
b, LAKJPme1l!J(yikcUI seluruh pemballc/ingolt
sebagaimQlICl yang teroo"':up daiam kriteria dibawa/l,
k.eawli pembandinqan denqan srane/ar nosional;
C, ClIJOJ;ilaLAKIP hOllya menyajikwl pemoolldillgwi
Realisasi us Targetdan Kinerja tahun berjalan lIS kinetja
tanun sebelutlmya;
d apabita Ll\KJP hOll!J(l meTtyajikoll pembandinqon
Realisa:si 'IS Target;
6, apabila tidok ada pembandinqan data kiflerja kxipaian
sasorant

a, apabi/o LAKIP menyajikan lebih dari 95,.sasaron
yallg dieoaiuasi do" diana/isis copaianruja bersi/ot
kinerja (outcome), bukan proses:
b, opobila 80% c sasoron yang dieualuasi dan dionaiisis
capaiolillya bersifat kinerja (outcome), bukxm proses <
95%;
C; apabito 40% < sasoron yallg dievaiuasi dan diana/isis
capaianroja bersifat killerja (outcome), bukan proses <
80%;
d apabito 20~o< sasarall yang dieuclluas; dan d;onolisis
capoiantuja bersifat kinerja (outcome), bukan proses <
40~.
e, apabila sasaroll yang diello/uas; dan diana/isis
copoiannya bersifot kinerja (outcome), bukan proses <
20'!Q

3
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11 !..J\I(IPuienyajikan infbrmaai keuengan yang terkait
dengan peucapalan kinerja

10 LAI(IP menyajikan pem band ingan data kincrje yang
memadai anrern realisasi WhlU1 iui dengan realisaai
lI3lJ'ILI.I1scbelumnya dan pcmbardingan lain yang
diperlukau

LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengcnai
cepaian kinerja
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Pemi/ihcul a, b, C, ,~ atou e didosarkan poda professional
judgemem euaJuator, denqan telap memperhatikall
kriteriayang ditetaokan.
Sebagoi ilustrast:
0, apabilapemanfoatan bersi/al ekstensif dan
me"yelunth
h, opabita pemanfaaton bet'Sljatekstetfsi/ "amull be/um
mellyeluntll (sebagiau,
C, ellJabi/opemonfoaton IWllya bersifot sebagiaJl
C4 opobita kura1l9 aimanfacukan
e, apabila tidak ada pemanfaatan

Pemilihan 0, b, <; d, GraUe aidasorkan paao professiollot
jllclgemeIH evatuaior; denqan tetap mempematikan
kriteriayang ditetapkan.
Sebago; ilustrasi:
0, apabila pemonfoaton bersi/ot ekstensif dan
me,tyeluruh
b, apabila pemanfaatan bersifat ekstensij lIom"n be/um
merojelurun (sebagian)
c opabito pemanfaatan IWflya hersi/o, sebcIgkm
d, apabila kurallg dimanfaatkan
e, opabita tidak. ada pemanfaaton

16 lnformast yAng disejikan tclah digunakan untnk
penilaian kinerje

d, apabila knranq dimanfoatkan
e, opabila tidak:ada pemanfaaton

1.5 tnformasi yang disajikan relah digunakan untuk
peningketan kincrja
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